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Abstrak 

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan dan ketentuan yang menjamin 

hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan 

untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian 

ini menggunakan metode normatif. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada 

penyidikan perkara pidana diantaranya. Hak prioritas penyelesaian perkara, Hak persiapan 

pembelaan, Hak memberi keterangan secara bebas, Hak mendapatkan juru bahasa, Hak 

mendapatkan bantuan hukum dan berhubungan dengan penahanannya, Hak diberitahukan, 

menghubungi atau menerima kunjungan keluarga, Hak mengajukan saksi a de charge dan 

saksi ahli. Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan 

wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat 

perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan 

teratur, serta berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan 

nilai-nilai positif yang ada. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidikan, Pidana 

 

Abstract 

The law is a norm that contains rules and provisions that guarantee the rights and 

obligations of individuals and societies. The existence of the law is intended to create 

harmony of life among societies, nations and nations. This research uses normative 

methods. The legal protection of the right of the suspect to criminal investigation. The right 

of priority to the settlement of cases, the right to preparation of defence, the rights to testify 

freely, the Right to obtain a linguist, the Rights to legal assistance and relating to 

detention, The Rights to be informed, to contact or receive family visits, The right to 

appoint a witness de charge and expert witnesses. The legal role is necessary in regulating 

the distribution of power and authority and its implementation among the various state 

institutions and tools of state supplies so that the management of state life can be carried 

out in an orderly and orderly manner, as well as in carrying out the vitalization and 

functionalization of existing norms and positive values. 
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PENDAHULUAN 

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku 

manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam 

pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk 

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat 

berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum 

dalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur 

kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
which permits unrestrict-ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited. 
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Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan 

hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga 

masyarakat. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya 

dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) 

memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seseorang yang dimaksud adalah 

seorang penasihat hukum/advokat, dimana penasihat hukum atau advokat adalah orang 

yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum terhadap klien/pencari keadilan. 

Dalam kamus umum politik dan hukum mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang 

melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik perkara 

perdata maupun pidana; pengacara, ahli hukum.
1
 Dengan demikian hukum mempunyai 

sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang 

terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. 

Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila 

tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat 

memberikan penjeraan bagi si pelanggar hukum. 

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-

ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan 

adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan 

berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun 

kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu 

mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum 

pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk 

menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 

hukum pidana.
2
 

Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang 

bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta 

memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif 

melalui program legislasi. Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan 

supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, 

yang mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, 

penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, dan lancar. 

Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas: korupsi, 

kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum Indonesia. Perwujudan 

terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum 

pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang 

(kodifikasi). Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara 

materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam

                                                           
1 Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelien R. Palandeng dan Johny Lumolos, Kamus Umum Politik 

dan Hukum, Jala Permata Aksala, Jakarta, 2010, hlm. 8 
2 Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1986, hlm. 1-3 
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama 

dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar 

dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka 

negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang 

sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang 

adil mencakup sekurang-kurangnya :
3
 

a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 

b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa; 

c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); 

d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat 

membela diri sepenuhnya. 

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, 

khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi 

tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan 

tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau 

keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat 

dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik 

harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan 

dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, 

penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan 

tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara 

kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan 

yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan 

atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau 

tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang 

terbuka untuk umum.  

Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari 

individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta 

penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai 

mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.
4
  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk mendapatkan data maka penulis menggunakan 

metode pendekatan yaitu: Penelitian Kepustakaan.  

                                                           
3 Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan 

Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003,  hlm. 32 
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, PT. Sumur, Bandung, 1982, hlm. 47 
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PEMBAHASAN 

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) 

setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara 

hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan 

serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan 

kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk 

mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar 

akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.
5
  

Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia 

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian 

keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia,  dinyatakan: 

Pasal 17, berbunyi: ”Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh 

keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara 

pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif 

oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. 

Pasal 18, berbunyi: 

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka 

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai 

dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu siding pengadilan dan 

diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan. 

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali 

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum 

tindak pidana itu dilakukannya. 

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka berlaku 

ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat 

penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang 

sama atas suatu perbutan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana 

 

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak 

tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak 

tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

                                                           
5 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983,    hlm. 16 
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a)  Hak Prioritas Penyelesaian Perkara 

 Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan 

selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum. 

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut 

Umum. 

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. 

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat simpulkan bahwa pasal tersebut 

menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa 

dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian 

hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung 

terutama bagi tersangka yang ditahan.
6
 

b)  Hak Persiapan Pembelaan 

 Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh 

penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami 

oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan 

terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas 

dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan 

dapat dengan segera mempersiapkan pembelaaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan 

pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan  tersangka 

berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang 

apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; 

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah : 

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana 

tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan 

merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. 

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga 

selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, 

misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. 

c)  Hak Memberi Keterangan Secara Bebas 

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang 

pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan 

dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, 

hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila 

tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang 

diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka 

memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa 

adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. 

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh 

hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; 

                                                           
6 Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP. Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 

22 
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“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau 

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. 

d)  Hak Mendapatkan Juru Bahasa 

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan 

baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa 

memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak 

semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada criteria tertentu yang dapat menentukan apakah 

seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu 

untuk mendapat juru bahasa adalah:
7
 

1. Orang asing; 

2. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia 

3. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis 

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang 

berbunyi: 

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau 

terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. 

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. 

e)  Hak Mendapatkan Bantuan Hukum 

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. 

Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka 

pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

tersangka. Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa, sebagai berikut :
8
 

1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses 

peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan 

menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. 

Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau 

terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar 

memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya. 

2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk 

beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja 

mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat 

tersebut dan sebagainya. 

3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam 

taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu 

pukulan psikologis.  

                                                           
7 Erni Widhayanti, Op.Cit, hlm. 24 
8 Ibid, hlm. 20 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal 

yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa 

ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih 

atau yang diancam dengan pidana mati. 

f)  Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya 

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP 

tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai 

dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang 

disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang 

siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka 

menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya. 

g)  Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma 

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih 

bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau 

lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang 

bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 

menunjuk penasihat bagi mereka. 

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma. 

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka 

mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan 

pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan 

pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu 

untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus 

menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum 

berlangsung. 

h)  Hak Menghubungi Penasihat Hukum 

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk 

menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) 

KUHAP, 

i)  Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi 

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut 

tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari 

dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; ”tersangka 

atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan 

dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses 

perkara maupun tidak”. 

j)  Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan 

Sanak Keluarganya 
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Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak 

diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada 

ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri 

tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; 

”tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas 

dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 

peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun 

orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum 

atau jaminan bagi penangguhannya”. Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari 

keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk 

kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; ”tersangka berhak 

menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan 

atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan 

ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi; 

”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat 

hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang 

tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan 

pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”. 

k)  Hak Berkirim Surat 

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat 

kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka 

semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga 

kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka 

surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu 

diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si 

pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”.
9
 Ketentuan 

tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP. 

l)  Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan 

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, 

yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan 

dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau 

kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya 

tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari 

rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya 

kuat secara spiritual. 

m)  Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum 

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk 

diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup 

untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih 

dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang 

                                                           
9 Ibid, hlm. 28 
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tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang 

berbunyi; ”terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. 

Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

berbunyi; “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-

undang menentukan lain”. 

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. 

Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara 

langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat 

mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. 

Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di 

Indonesia.
10

 

n)  Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli 

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli adalah 

Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa berhak untuk 

mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus 

guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Pengajuan saksi yang 

dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya 

pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan 

terhadap tersangka. Kehadiran saksi a de charge dan saksi ahli akan dapat membantu 

tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi a de charge dan saksi ahli yang dapat 

diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling 

tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.
11

 

o)  Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian  

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban 

pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan 

penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innounce). Seorang tersangka 

tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak 

akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa 

yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, 

dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai 

penuntut umum. 

p)  Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik 

tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan 

kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat 

tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak 

untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap 

tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi 

tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana 

                                                           
10 Yasir Alimi, Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan, LKTS, 

Yogyakarta, 1999,  hlm. 55 
11 Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 28 
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yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; ”hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi 

merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang 

sah”.
12

 

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan 

melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) 

KUHAP, yang berbunyi; “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti 

kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain 

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 

atau hukum yang diterapkan”. Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukan 

bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka 

tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada 

pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekusaan yudikatif dan selalu 

mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka 

yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, 

termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap 

hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang 

dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana 

diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP. 
 

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya 

berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan 

pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, 

tendangan.
13

 Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi 

keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, ”keterangan 

tersangka”, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 

ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan 

mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang 

digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari : 

a)  Pasal 52 KUHAP 

 Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka 

dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang 

berbunyi; “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau 

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. 

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang 

sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah 

adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP). 

b)  Pasal 117 ayat (1) KUHAP 

 Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam 

memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “keterangan tersangka 

dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam  

                                                           
12 Djoko Prakoso, Op.Cit, hlm. 23 
13 Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hlm. 12 



Hak-Hak Tersangka Pada Tingkat Penyidikan              Luil Maknun
 

 

61 

bentuk apapun”. 

c)  Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak 

dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6) 

 Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau 

penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan 

dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya 

dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, 

ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut seharusnya 

tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat 

(1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap 

asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), sebagai prinsip universal yang 

dipakai dalam penegakkan hukum (law enforcement), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang berbunyi; “setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap 

tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat 

dikatagorikan dalam tiga bagian, yaitu :
14

 

1) Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan 

 Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan 

penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. 

Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau 

saksi diabaikan secara sengaja: 

1. penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat 

hukum; 

2. pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;  

3. jangka waktu penahan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal 

tersangka hanya diperiksa beberapa kali; 

4. hak tersangka untuk mengajukan saksi a de charge; 

5. pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum; 

6. pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum; 

7. penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga 

tak bersalah; 

8. penyidik dilakukan oleh pihak militer; 

9. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor; 

10. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun 

penasehat hukum; 

11. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan. 

2)  Pelanggaran terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda 

 Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya 

merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat 

                                                           
14 Ibid, hlm. 24-26 
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dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang 

diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan 

sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan 

memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. 

Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka 

yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan 

itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal 

dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat 

mempengaruhi kepada psikis seseorang. Dalam Pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR, menjamin 

hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan 

kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR 

dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau 

terdakwa untuk mengadukan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan. 

3)  Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan 

 Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan, terutama 

mengenai penerapan prinsip equality before the law, dimana disatu sisi sistem peradilan 

pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana 

berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak tampak dalam praktek 

persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di Pengadilan menunjukan sistem 

peradilan yang tidak baik dicontohkan. Permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak 

mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang sanksi dapat menghasilkan berbagai versi 

berita acara. Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk 

menjalankan tindakan penuntut umum, diatur didalam bab II bagian ketiga Pasal 13 sampai 

Pasal 15 serta bab XV Pasal 137 sampai Pasal 144 KUHAP. Walaupun tidak lagi diberikan 

wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukanya KUHAP, penyimpangan 

prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi, seperti : 

1. mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP), tidak dihadirkan oleh penyidik untuk memberikan kesaksian 

didepan persidangan; 

2. memilih terdakwa sekalipun merekayasa, dengan tujuan agar dakwaan 

menjadi kabur dan tidak terbukti; 

3. menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke 

pengadilan; 

4. penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum. 

4)  Penyimpangan Presedur di Tingkat Lembaga Pemasyarakatan 

 Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran HAM di Amerika Serikat 

dan Inggris, terpidana diberikan hak-hak yang secara jelas dicantumkan dalam ketentuan 

hukum acaranya atau dalam undang-undang yang mengatur tentang rumah tahanan atau 

RUTAN. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut : 

1. hak untuk mengajukan keberatan; 

2. untuk hadir dalam persidangan; 
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3. hak untuk bertindak bertindak sendiri dalam persidangan, artinya petugas 

LP tidak boleh menghalangi atau membatasi hak-hak tersebut, guna 

memperoleh peradilan yang berimbang; 

4. hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal terpidana memerlukan 

bantuan hukum dalam membela hak-haknya maka ia mempunyai hak untuk 

menghubungi dan menunjuk penasehat hukum; 

5. hak untuk memperoleh kunjungan dari siapa pun; 

6. hak untuk tidak memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus lain, 

artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberikan 

keterangan; 

7. hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia 

yang tidak boleh dibatasi, artinya bahwa seorang terpidana masih memiliki 

hak untuk menikah karena merupakan hak asasi manusia dari terpidana; 

8. hak untuk memperoleh data-data pendukung mengenai diri terpidana yang 

dimiliki oleh LP, khususnya dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum; 

9. hak untuk kesehatan dan akses terhadap data rekam medis terpidana. 

5)  Penyimpangan yang Dilakukan oleh Advokad atau Penasehat Hukum 

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengukuhkan 

keberadaan advokat sebagai penasehat hukum dan sebagai salah satu sub sistem peradilan 

pidana Indonesia. Sebagai penegak hukum advokat memiliki tugas untuk menegakkan 

hukum dan keadilan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, selain itu berfungsi 

sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka. Mengenai hubungan advokat dengan 

kliennya diatur dalam BAB III tentang Kode Etik Advokat, yaitu :
15

 

1. advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan 

kliennnya mengenai perkara yang sedang di urusnya; 

2. advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak 

perlu. (darmanto.bengkuluutara.com). 

Kehadiran ketentuan KUHAP agar penyelesaian proses perkara pidana dapat 

diselesaikan secara adil (due process of law), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk 

memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari 

Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (arbitrary process), 

yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang 

dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik). Seperti halnya dengan ketentuan Pasal 117 

ayat (1) KUHAP dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, keduanya ingin menegakkan prinsip 

akusatur, yang menempatkan tersangka sebagai subyek dalam tingkat penyidikan, sehingga 

tersangka harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 

Keinginan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah (scientific investigation 

method) sering kali mengalami beberapa hambatan yang problematik. Salah satunya adalah 

sering ditemukannya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik dalam proses 

penyidikan, antara lain tindakan penyiksaan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari 

tersangka. Akibatnya tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, 

                                                           
15 Darmanto, Koede Etik Advokat, didownload pada laman : http://darmanto.bengkuluutara.com, 

diakses pada tanggal 27 Maret 2016 

http://darmanto.bengkuluutara.com/
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baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius atau sampai pada kematian. Dalam 

prinsip universal hak asasi manusia mengenai keterangan tersangka, dikenal istilah “the 

right of non self incrimination”, yaitu suatu hak tersangka untuk tidak mempersalahkan 

dirinya sendiri. Artinya keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan bagi dirinya 

sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Didalam rumusan 

perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang baru suatu pengakuan terdakwa tidaklah 

dipergunakan sebagai alat bukti, menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti 

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan penyebutan “keterangan terdakwa bukan suatu 

pengakuan terdakwa”. Keterangan yang diberikan tersangka harus dinyatakan secara 

bebas (free will).  

Beberapa faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada 

penyidikan perkara pidana, yaitu :
16

 

1)  Pertama, faktor psikologis personal 

 Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan 

frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi 

sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya 

hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan 

tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko 

pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam 

seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi 

kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga 

dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh 

pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam 

mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas 

polisi dalam penanganan sebuah perkara. 

2)  Kedua, faktor kebanggaan korps 

 Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. Diakui maupun 

tidak, menjadi seorang anggota TNI atau Polri adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. 

Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi 

militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap 

sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut 

tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah fenomena bentrokan dengan warga seperti 

terjadi di Paringin kemarin. Kebanggaan korps ini, juga sering menyebabkan bentrokan 

antarelemen. Misalnya antara TNI dengan Polri. Arogansi yang muncul menjelma menjadi 

agresivitas yang memalukan. 

3)  Ketiga, faktor ekonomis 

 Kesejahteraan aparat kepolisian belum sebanding dengan amanat yang diemban. 

Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh sekali 

jika dibandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang 

diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26 persen dari 

gaji karyawan bank di Indonesia golongan terendah. Itu sebabnya, mengacu standar PBB, 

                                                           
16 Ibid, hlm. 47 
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kesejahteraan anggota Polri adalah yang terendah di Asia.  
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan 

antara lain sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan 

perkara pidana diantaranya, Hak prioritas penyelesaian perkara; Hak persiapan pembelaan; 

Hak memberi keterangan secara bebas; Hak mendapatkan juru bahasa; Hak mendapatkan 

bantuan hukum dan berhubungan dengan penahanannya; Hak diberitahukan, menghubungi 

atau menerima kunjungan keluarga; Hak mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli. 

Potensi pelanggaran hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana 

meliputi: Pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan; 

pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda; Penyimpangan 

prosedur di tingkat penuntutan dan pengadilan; Penyimpangan presedur di tingkat lembaga 

pemasyarakatan; Penyimpangan yang dilakukan oleh advokad atau penasehat hukum. 

Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta 

pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara 

agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur, serta 

berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai 

positif yang ada. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang 

ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu 

tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi. 
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